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MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon
Dalam Uji Materi Hak Angket DPR

Jakarta, 5 September 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidangPengujian UU Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU MD3) pada Selasa (5/9) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan
DPR dan Ahli Saksi Pemohon. Permohonan initeregistrasi dengan dua nomor perkara yaitu nomor 40/PUU-XV/2017 dan
47/PUU-XV/2017. Perkara nomor 40/PUU-XV/2017 diajukan oleh, Dr. Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Dr. Yadyn,
Novariza, dan Lakso Anindito. Para Pemohona dalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang merasa khawatir apabila
fungsi dan Tugasnya dalam pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan kepentingan DPR atau anggotanya, maka akan
“diangketkan” oleh DPR. Sedangkan Pemohon dengan nomor perkara 47/PUU-XV/2017 adalahBusyroMugoddas, Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KonfederasiPersatuanburuh Indonesia (KPBI), dan Indonesia Corruption Watch
(ICW) yang diwakilioleh Muhammad Isnur, dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR.

Para Pemohon menyoal Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang mengatur sebagai berikut:

“3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan”.

Pemohon perkara nomor 40/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK dengan
dasar perluasan pengertian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang memasukkan KPK sebagai objek penyelidikan angket dinilai
merupakan langkah politik yang digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut patut
dicurigai karena dilakukan bersamaan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK terhadap beberapa kasus
yang diduga melibatkan anggota DPR, di antaranya adalah perkara KTP elektronik yang saat ini sedang diperiksa oleh KPK.
Hak Angket terhadap KPK ini juga dinilai mengganggu bekerjanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (integrated
criminal justice system) di mana substansi persoalan yang seharusnya menjadi materi dan kewenangan peradilan untuk
menemukan penyelesaian hukum, telah diambil alih oleh DPR melalui proses politik dengan melakukan angket terhadap KPK.
Demikian pula pelaksanaan tugas penyelidikandan penyidikan yang dilakukan oleh KPK yang seharusnya bersifatter tutup
sampai dengan dibuka sebagai bukti di pengadilan, menjadi terbuka di hadapan pansus angket dan diketahui oleh umum
termasuk oleh pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh KPK.

Sementaraitu, Pemohon Perkara 47/PUU-XV/2017 juga menilai bahwa pelaksanaan Hak Angket tidak bias ditujukan kepada
KPK karena berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hakangket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau Kebijakan Pemerintah. Pendapatini didasarkan oleh sikap akademik Asosiasi
Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Selainitu para Pemohon menilai bahwa perluasan
objek penyelidikan Hak Angket ini bertentangan dengan prinsip Negara hokum dan Jaminan Kepastian Hukum sebagai mana
diatur dalam konstitusi.

Pada sidang Selasa (29/8) lalu, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Niniek
Hariwati menjelaskan bahwa pokok permohonan terkait hak angket DPR tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut
Pemerintah, hak angket DPR merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR). Pasal 20A
UUD 1945, lanjutnya, telah memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy kepada pemerintah dan juga DPR untuk
mengatur mengenai hak angket DPR. la melanjutkan tidak ada batasan atau limitasi mengenai pihak yang dapat diselidiki
melalui penggunaan hak angket tersebut sepanjang dalam rangka melaksanakan kepentingan bangsa dan negara serta
sejalan dengan UUD 1945. (Tiara/Rosalia)
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